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Awak Kapal Patroli. Ditjen Bea dan Cukai.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151/PMK.02/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 83/PMK.02/2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA RANSUM
BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI DIREKTORAT JENDERAL

BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 83/PMK.02/2011, Menteri Keuangan telah
menetapkan ketentuan mengenai pemberian biaya
ransum berlayar bagi awak kapal patroli Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;

b. bahwa dalam rangka memperlancar pemberian
biaya ransum berlayar bagi awak kapal patroli
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian atas
mekanisme pemberian biaya ransum berlayar bagi
awak kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan dengan mengubah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.02/2011;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 tentang
Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal
Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.02/2011 tentang Pemberian Biaya Ransum
Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal
Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 83/PMK.02/2011 TENTANG PEMBERIAN
BIAYA RANSUM BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011
tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan, diubah
sebagai berikut:
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Pasal 4

Biaya Ransum Berlayar dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan
tugas/kegiatan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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